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Meredupnya proyeksi per-
tumbuhan ekonomi global 
ini tidak dapat dilepaskan 

dari perang dagang antara Amerika 
Serikat (AS) dan Tiongkok. Sampai 
saat ini belum ada sinyal berakhir, 
meski telah beberapa kali pertemuan 
negosiasi dilakukan. Aksi balas terus 
terjadi. Bahkan, Presiden Amerika 
Serikat Donald Trump makin agresif 
menaikkan tarif pada produk dari 
Tiongkok. 

Ya n g  t e r b a r u ,  p a d a  J u m a t 
(23/8/2019), Donald Trump mem-
berlakukan tarif tambahan sebesar 
5% menjadi 30% terhadap produk-
produk impor Tiongkok senilai US$ 
250 miliar yang berlaku 1 Oktober 
2019. Juga dilakukan tarif tambahan 
sebesar 5% menjadi 15% terhadap 
produk-produk impor Tiongkok 
senilai US$ 300 miliar yang berlaku 
1 September 2019. Tambahan tarif 
baru ini sebagai respons atas langkah 
pemerintah Tiongkok yang kembali 
menaikkan tarif terhadap produk im-
por AS senilai US$ 75 miliar.

Aksi saling membalas ini membuat 
pasar keuangan global kembali ter-
tekan. Jumat (23/8), indeks saham 
AS (Dow Jones) merosot hampir 3%. 
Imbal hasil obligasi pemerintah AS 
tenor 10 tahun anjlok ke level 1,4%. 
Selisih (spread) dengan obligasi tenor 
2 tahun kembali menipis, yang mem-
buat alarm krisis kembali berbunyi.

Kejatuhan pasar keuangan AS ini 
menjalar ke pasar keuangan lainnya, 
termasuk Indonesia. Pada Senin 
(26/8), pasar saham Indonesia (in-
deks harga saham gabungan/IHSG) 
turun sebesar 0,6%. Pendeknya, 
volatilitas pasar keuangan global 
menjadi sangat ditentukan oleh arah 
dari perang dagang ini.

Terunggul
Meski AS terus melakukan tekanan 

bertubi-tubi, tetapi Tiongkok tidak gen-
tar. Perlawanan (retaliation) dilakukan. 
Salah satu langkah perlawanan yang di-
lakukan Tiongkok ialah menghentikan 
pembelian produk-produk pertanian 
dari AS, khususnya gandum. 

Tindakan Tiongkok ini membuat 
Tr ump berang. Bagaimanapun, 

petani menjadi basis pendukung 
Trump pada tahun 2016. Menghen-
tikan pembelian produk-produk 
pertanian ini diharapkan akan menu-
runkan popularitas Trump yang akan 
kembali maju sebagai kandidat utama 
dari Grand Old Party (GOP) pada 
pemilihan Presiden AS tahun 2020. 

Jika dicermati lebih dalam, perang 
dagang ini hanyalah puncak gunung 
es dari apa yang sesungguhnya ter-
jadi. Muara dari semua ini ialah siapa 
yang terunggul, terbesar, dan terhe-
bat, khususnya dalam perekonomian. 

Harus diakui dalam beberapa 
dekade terakhir, kontribusi pereko-
nomian AS terhadap perekonomian 
global terus menurun. Sebaliknya, 
kontribusi perekonomian Tiongkok 
terhadap perekonomian global dalam 
tren meningkat. 

Tiongkok tidak lagi sekadar meng-
hasilkan produk-produk massal 
murah dan berteknologi rendah. 
Namun, Tiongkok telah mampu 

memproduksi produk-produk inovatif 
dan berteknologi tinggi dengan harga 
yang relatif terjangkau. 

Ponsel pintar (smartphone) yang 
diproduksi Huawei menjadi ponsel 
pintar pertama yang mengadopsi 
teknologi 5G. Tiongkok juga makin 
maju dan berderap dalam penelitian 
Artificial Intelligent (AI), Robotic, dan 
rekasaya teknologi. Perguruan tinggi 
di Tiongkok juga mampu menduduki 
peringkat universitas terbaik dunia. 

Tiongkok juga jadi salah satu satu 
rujukan pengobatan penyakit-pen-
yakit langka. Tiongkok telah mampu 
membuat instrumen kesehatan ber-
nama Raman Activated Cell Sorting 
and Sequensing (RACS-SEQ) untuk 
sekuensing dan sorting sel. 

Tiongkok juga mampu membuat 
pesawat tempur siluman bertekologi 
tinggi, yaitu J-31 untuk mengimbangi 
pesawat tempur siluman AS, F-35 
Raptor. 

Perusahaan-perusahan Tiongkok 
juga makin banyak yang menduduki 
peringkat terbaik di Majalah Forbes. 
Demikian juga makin banyak orang 
kaya Tiongkok yang bermunculan 
dan masuk dalam jajaran orang ter-
kaya dunia. Pada tahun 2019, jumlah 
orang kaya Tiongkok mencapai 324 
orang. Hasil ini melompat jauh dari 
tahun 2010 yang baru sebanyak 64 
orang. 

Kemajuan Tiongkok yang begitu 
pesat dalam berbagai bidang ini, tentu 
mengancam posisi AS sebagai kekua-
tan ekonomi utama di dunia. Posisi AS 
rentan digeser Tiongkok, sebagaima-
na Tiongkok menggeser Jepang dari 
posisi kedua ekonomi terbesar dunia 

tahun 2011. Itulah sebabnya, langkah 
Tiongkok ini harus dihentikan/
diperlambat. Salah satunya melalui 
tekanan perdagangan.

Meski begitu, Tiongkok bukan-
lah negara lemah. Apalagi, dalam 
sejarahnya, Tiongkok berkali-kali 
mengalami tekanan dan kesusahan. 
Tiongkok pernah mengalami kelapa-
ran terburuk dalam sejarah tahun 
1958-1962 di era Mao Zedong. 

Tiongkok juga pernah diinvasi oleh 
Jepang, hingga memicu terjadinya 
tragedi Nangking, 1937. Kesusahan 
ini tentu membuat Tiongkok ban-
yak belajar untuk menjadi bangsa 
bermental penjual. Itulah sebabnya, 
Tiongkok tidak gentar menghadapi 
tekanan AS.

Harus diakui, perang dagang ini 
akan membuat AS dan Tiongkok 
menderita. Setidaknya, ini dapat dili-
hat dari melambatnya pertumbuhan 
ekonomi dua negara. Pada kuartal 
II-2019, pertumbuhan ekonomi AS 
merosot menjadi 2,1% (yoy) dari kuar-
tal I-2019 sebesar 3,1%. Pertumbuhan 
ekonomi Tiongkok di kuartal II-2019 
juga merosot menjadi 6,2% (yoy) dari 
kuartal I-2019 sebesar 6,4% (yoy). 

Meski begitu, Tiongkok telah 
bersiap menerima, sekiranya per-
tumbuhan ekonominya melambat 
lebih cepat. Itulah sebabnya, sejum-
lah kebijakan telah disiapkan oleh 
Tiongkok, khususnya dalam menjaga 
vitalitas konsumsi domestik. Kelas 
menengah Tiongkok akan menjadi 
pilar utama yang akan menggerakkan 
mesin pertumbuhan ekonomi Tiong-
kok. Kombinasi kebijakan fiskal, 
moneter, dan perdagangan dilakukan.

Perang Mata Uang
Di samping itu, Tiongkok juga 

telah mempersiapkan ‘amunisi’ lain 

untuk melawan tekanan kenaikan 
tarif. Salah satunya dengan kebijakan 
devaluasi nilai tukar Yuan. 

Sejak Juni 2019, tren pelemahan 
Yuan telah terjadi. Bahkan, ketika 
Trump kembali menaikkan tarif tam-
bahan pada, Jumat (23/8), nilai tukar 
Yuan melemah cukup dalam hingga 
menembus level 7,15 per dolar AS. Ini 
merupakan level terlemah dalam satu 
dekade terakhir.

Melalui kebijakan devaluasi ini 
diharapkan akan membuat produk-
produk Tiongkok tetap kompetitif, 
sehingga dapat mengompensasi 
tambahan kenaikan tarif. Memang 
mendevaluasi yuan lebih dalam 
menyimpan risiko, yaitu akan men-
dorong terjadinya pelarian arus 
modal, yang ini juga berisiko ter-
hadap perekonomian Tiongkok. Hal 
seperti ini pernah terjadi pada tahun 
2015, ketika yuan tiba-tiba melemah. 
Bank Sentral China (PoBC) harus 
menghabiskan cadangan devisa 
sekitar US$ 1 triliun untuk mensta-
bilkan yuan. 

Namun, jika Trump terus melaku-
kan tekanan, maka risiko ini akan di-
ambil Tiongkok. Artinya, potensi yuan 
untuk melemah lebih dalam sangat 
terbuka. Masalahnya, langkah devalu-
asi yang dilakukan oleh Tiongkok ini 
bisa ditiru oleh negara-negara lain, 
khususnya yang ekspornya besar un-
tuk mencegah kehilangan daya saing.

Sebenarnya, Trump juga meng-
inginkan nilai tukar dolar AS sedikit 
melemah. Sehingga, membuat te-
kanan pada Tiongkok makin besar. 
Itulah sebabnya, Trump terus me-
nekan Bank Sentral AS (The Fed) 

agar makin agresif menurunkan 
suku bunga kebijakannya (Fed funds 
rate/FFR). 

Bahkan, Trump menuding The Fed 
telah membuat ekonomi AS dalam 
bahaya. Namun, Jerome Powell se-
bagai komandan The Fed belum mau 
tunduk pada tekanan Trump. Sejauh 
ini, The Fed hanya memangkas 
FFR sebesar 25bps menjadi 2,25%. 
Pemangkasan lanjutan berpeluang 
terjadi di September 2019. Perkiraan 
dari konsensus Bloomberg, FFR akan 
dipangkas sebesar 50bps.

Nasib Rupiah
Dalam situasi inilah nasib rupiah 

akan ditentukan. Meskipun sepan-
jang tahun ini rupiah bergerak stabil 
dengan volatilitas yang lebih rendah 
dari tahun sebelumnya. Namun, jika 
intesitas perang terus naik, maka 
tekanan terhadap rupiah tidak bisa 
dihindari. Apalagi, pergerakan yuan 
dan rupiah cukup erat. Ketika yan 
melemah, maka rupiah pun berpelu-
ang untuk melemah.

Sampai saat ini, fundamental 
ekonomi domestik masih lemah. 
Hal ini tercermin dari posisi neraca 
berjalan yang defisit. Neraca berjalan 
yang defisit berarti perekonomian 
Indonesia lebih banyak menghabis-
kan devisa daripada menghasilkan. 
Dengan kata lain, perekonomian 
Indonesia kurang produktif dan ber-
daya saing. 

Komponen ekspor masih tetap 
didominasi oleh komoditas berdaya 
saing rendah. Itulah sebabnya, Indo-
nesia kesulitan untuk masuk dalam 
supply chain global, seperti yang 
dialami oleh negara lain di kawasan. 

Untuk menutup defisit neraca 
berjalan ini, Indonesia harus men-
gandalkan aliran modal jangka pen-
dek yang masuk ke pasar porto-
folio, khususnya Surat Berharga 
Negara (SBN). Pemodal asing sangat 
agresif memburu SBN, karena imbal 
hasilnya yang sangat tinggi. 

Masalahnya, aliran modal jangka 
pendek ini sangat rentan dengan sen-
timen yang dapat memicu pembalikan 
arus modal. Imbasnya, membuat 
stabilitas makroekonomi terganggu. 
Indonesia pun akan kembali dihadap-
kan pada stabilitas vs pertumbuhan. 

Itulah sebabnya, Indonesia harus 
lebih banyak mendorong inves-
tasi yang bersifat jangka panjang dan 
berkelanjutan ke sektor riil. Namun, 
ini membutuhkan prasyarat, yaitu 
kepastian dan kemudahan regulasi 
dan keandalan birokrasi. Menurut 
survei Bank Dunia, dua hal ini men-
jadi konstrain terbesar terhadap 
aliran investasi jangka panjang yang 
masuk ke Indonesia. 

Indonesia belum bisa membereskan 
hal ini dengan baik dan tuntas, meski 
pemerintah telah mengeluarkan 16 
paket ekonomi. Daya ungkit pertum-
buhan belum melenting. Setidaknya, 
ini tercermin dari per tumbuhan 
ekonomi yang dalam empat tahun 
terakhir mendatar di level 5%. 

Oleh sebab itulah, agar daya tahan 
rupiah makin membaik dalam meng-
hadapi tekanan eksternal, maka per-
cepatan reformasi hukum dan kelem-
bagaan harus segera direaliasikan.

Butuh ketegasan dan kemauan 
politik yang tinggi untuk mereal-
isasikannya. Keberanian Presiden 
untuk membubarkan lembaga yang 
menghambat akselerasi perekono-
mian harus dibubarkan, tentu sangat 
dinantikan. 

Jika tidak ada perubahan yang 
signifikan dalam reformasi regulasi 
dan kelembagaan, kita akan terus 
melihat nasib rupiah selalu disetir 
tekanan-tekanan eksternal. Rupiah 
tidak berdaya untuk menentukan 
nasibnya sendiri. Inilah tragedi yang 
menyedihkan itu.

Desmon Silitonga
Analis Riset PT Capital Asset 

Management & Alumnus 
Pascasarjana FE UI

n  Desmon Silitonga

Pemindahan ibu kota negara dari 
Jakar ta ke Kalimantan Timur 
menjadi momentum pembangunan 

ekonomi dan peradaban Indonesia. Pe-
mindahan ibu kota pemerintahan paling 
tidak menjadi momentum revitalisasi Ja-
karta sebagai metropolitan dan pengem-
bangan kota-kota di Indonesia. Dengan 
lahan pertanian yang kian sempit akibat 
ledakan penduduk, kota menjadi pilihan 
permukiman penduduk pada masa akan 
datang. Kota menjadi penggerak pertum-
buhan ekonomi.

Kita mendukung keputusan Presiden 
Jokowi untuk memindahkan ibu kota 
negara ke luar Jawa. Lokasi yang sudah 
ditetapkan adalah Kabupaten Kutai Ker-
tanegara dan Kabupaten Penajam Paser 
Utara, Kaltim. Luas lahan untuk kota baru 
mencapai 180.000 ha, tiga kali Jakarta. 
Ibu kota baru dirancang menjadi green 
city, smart city, modern city, dan world 
class city.

Luas daerah perkantoran dan permuki-
man di ibu kota baru sekitar 40.000 ha. 
Selebihnya adalah lahan hijau. Gedung 
pemerintahan, legislatif, dan yudikatif 
dibangun vertikal agar ibu kota baru 
benar-benar lega. Tidak seperti Jakarta 
yang sumpek dan semrawut. Penduduk 
10,2 juta menumpuk di kawasan yang 
hanya seluas 60.000 ha. Ibu kota baru 
ditandai oleh taman kota yang luas, 
trotoar yang lebar, dan ruang terbuka 
bagi rakyat untuk berkumpul dan ber-
interaksi.

Pemindahan ibu kota hanya mem-
bawa pejabat dan pegawai kementerian 
dan lembaga yang menjadi bagian dari 
pemerintah pusat, anggota DPR RI 
dan DPD RI. Karena yang dipindahkan 
hanya pusat pemerintahan. Jakarta tetap 
dipertahankan dan bahkan akan terus 
dikembangkan sebagai pusat bisnis dan 
jasa keuangan.

Untuk mendukung Jakarta sebagai 
pusat keuangan, kantor pusat Bank In-
donesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) tetap di Jakarta. Demikian pula 
dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan 
bursa komoditi Indonesia. Kantor pusat 
bank dan lembaga keuangan akan tetap 
berada di Indonesia, mengikuti kantor 
pusat BI dan OJK.

Perencanaan pemindahan ibu kota 
berjalan seiring dengan pengembangan 
Jakarta yang akan didorong menjadi kota 
metropolitan nomor satu di Asia Teng-
gara. Pemindahan ibu kota bukan hanya 
menjadi momentum untuk mewujudkan 
sebuah kota pemerintahan yang bertaraf 
internasional, tapi juga momentum untuk 
membangun sejumlah kota motropolitan 
dan mengembangkan kota di seluruh 
Indonesia.

Selain Jakarta, Surabaya, Bandung, 
Bandung, dan Semarang akan dikem-
bangkan sebagai kota metropolitan. Di 
luar Jawa, ada enam kota metropolitan 
yang dikembangkan, yakni Medan, 
Palembang, Banjarmasin, Makassar, 
Manado, dan Denpasar. Dalam pada itu, 
pemerintah juga mendorong pengem-
bangan kota-kota di Indonesia, di anta-
ranya Marauke.

Setidaknya ada empat alasan utama 
pemindahan ibu kota. Pertama, daya 
dukung Jakarta tak cukup bagi pen-
duduk yang sudah menembus 10,2 juta. 
Air bersih yang disediakan PAM Jaya, 
misalnya hanya mampu menjangkau 70% 
rumah. Selebihnya mengonsumsi air 
tanah yang berdampak langsung pada 
penurunan permukaan tanah. Transpor-
tasi semrawut. Permukiman terlampau 
padat. Tak menyisakan ruang terbuka 
dan taman kota. Industri terlalu dekat 
dengan kota. Ditambah emisi kendaraan 
bermotor, Jakarta menjadi salah satu 
ibu kota dengan tingkat polusi tertinggi 
di dunia.

Kedua, pemindahan ibu kota peme-
rintahan menjadi momentum untuk 
membangun Jakarta. Dengan infrastruk-
tur yang sudah dan sedang dibangun, 
Jakarta perlu dibangun menjadi pusat 
keuangan Asia Tenggara dan kota metro-
politan terbaik di Asia Tenggara. Setelah 

ditinggalkan sekitar 1,5 juta penduduk 
yang dipindahkan ke Kaltim, Jakarta 
akan lebih lega. Sebagian bangunan 
pemerintah dan lembaga negara yang 
ditinggalkan bisa dikelola menjadi ruang 
terbuka dan taman kota.

Jakarta juga harus dibangun menjadi 
green city dan smart city, dua karakter 
kota bertaraf internasional. Konsep Great 
Jakarta tetap perlu dikembangkan meng-
ingat hubungan erat Jakarta dengan 
empat kota sekelilingnya, yakni Depok, 
Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Pemba-
ngunan MRT Jakarta South-North tahap 
pertama akan terus dilanjutkan ke tahap 
dua. Selanjutnya, realisasi pembangunan 
MRT Jakarta West-East. Kereta cepat 
Jakarta-Bandung yang kini sedang dalam 
pembangunan akan menghidupkan se-
jumlah kawasan di Cikarang, Cekampek, 
dan Padalarang.

Ketiga, pemindahan ibu kota menjadi 
momentum untuk membangun kota-kota 
di seluruh Indonesia. Ibu kota baru akan 
menjadi contoh bagi kota-kota lain. Saat 
ini, kota-kota di Indonesia dibangun 
tanpa konsep yang baik dan tanpa ciri 
khas. Akibatnya, semua kota di Tanah 
Air menampilkan wajah yang mirip: sem-
rawut, macet, polutif, minim taman dan 
ruang terbuka, tak ada pedestrian yang 
baik. Kota-kota di Indonesia sudah harus 
dibangun vertikal untuk memberikan 
ruang bagi penggunaan lain.

Keempat, pemindahan ibukota men-
jadi momentum untuk menciptakan 
pemerataan penduduk dan pendapatan 
antarwilayah. Saat ini, 57% penduduk 
Indonesia tinggal di Jawa yang luasnya 
hanya 138.794 km persegi. Sedang 
Kalimantan, pulau terbesar dengan luas 
539.460 km persegi yang menjadi bagian 
Indonesia hanya dihuni 6% penduduk 
Indonesia. Sedang Papua, pulau terbesar 
ketiga dengan luas 421.981 km persegi 
dihuni oleh 2,7% penduduk.

Dari sisi pendapatan, sekitar 60% PDB 
Indonesia dikontribusi Jawa dan sekitar 
80% PDB nasional dihasilkan Jawa dan 
Sumatera. Kalimantan dan Papua sebagai 
dua pulau terbesar harus memberikan 
kontribusi yang signifikan. Demikian pula 
Sulawesi dan pulau-pulau di Kepulauan 
Maluku dan Nusa Tenggara. Pemindahan 
ibu kota diharapkan mampu mengurangi 
urbanisasi ke Jakarta dan Jawa. Pemba-
ngunan ekonomi akan didorong ke luar 
Jawa. Selain pembangunan metropolitan 
dan pengembangan kota di luar Jawa, 
pemerintah juga akan membangun lebih 
banyak kawasan ekonomi khusus (KEK) 
di luar Jawa. Kawasan industri seperti 
Cikarang akan dibangun di setiap pulau 
besar di luar Jawa.

Agar pemindahan ibu kota berjalan 
mulus, kita berharap, aspek legal segera 
diselesaikan. Pemerintah perlu segera 
meminta dukungan DPR RI untuk 
mengamendemen sejumlah UU, di 
antaranya UU Ibukota, UU BI, dan UU 
OJK. Dalam UU BI dan OJK dinyatakan, 
kantor pusat BI dan OJK berada di ibu 
kota negara. Biaya pemindahan dan 
pembangunan kota baru sebesar Rp 466 
triliun masih dalam batas normal. Selain 
dana APBN, sebagian besar dana pem-
bangunan berasal dari kerja sama swasta 
dengan pemerintah dalam mengelola eks 
aset pemerintah dan lembaga negara di 
Jakarta.

Pemindahan ibu kota juga menjadi 
peluang bagi korporasi, BUMN dan 
swasta, untuk mendapatkan proyek 
pembangunan. Pemindahan ibu kota 
akan menggerakkan pembangunan 
properti, konstruksi, dan infrastruktur. 
Permintaan terhadap lebih dari 100 mata 
barang terkait ketiga bisnis ini akan 
meningkat.

Pemindahan ibu kota negara perlu 
dijadikan sebagai momentum untuk 
membangun Indonesia yang dalam enam 
tahun terakhir bertumbuh merayap di 
level 5%. Pemindahan ibu kota menjadi 
momentum menjadikan Jakarta sebagai 
kota metropolitan kelas dunia dan mo-
mentum menciptakan sumber pertum-
buhan ekonomi baru di luar Jawa. n

SURAT PEMBACA

Tingkatkan 
Edukasi Kesiap-
siagaan Bencana

BENCANA alam kerap melanda 
negeri ini. Mulai dari kebakaran hingga 
gempa bumi yang tak terduga. Maka, 
kesiap-siagaan adalah sebuah hal yang 
mesti jadi perhatian dan dilakukan.

Semulasi-simulasi menghada-

pi bencana; kebakaran, gempa 
bumi dan lain-lain perlu dilakukan. 
Simulasi terutama untuk semua 
masyarakat yang tinggal di wilayah 
yang rawan bencana. Pun, tak hanya 
menyasar ke kalangan orang tua, 
tetapi juga anak-anak.

Maka, edukasi dan pelatihan ke-
siapsiagaan menghadapi situasi 
bencana atau keadaan darurat patut 
digencarkan di sekolah-sekolah pula. 
Siswa-siwa diikutkan dalam kegiatan 

simulasi penyelamatan diri mengha-
dapi bencana kebakaraan, misalnya.

Bisa pula simulasi penyelamatan 
saat gempa. Atau, bagaimana perto-
longan pertama pada korban dalam 
simulasi keselamatan saat terjadi 
gempa bumi. Kegiatan tersebut un-
tuk memberikan pemahaman lang-
kah awal menyelamatkan diri dan 
mencari tempat aman saat terjadi 
gempa kepada pelajar. 

Melalui mimbar terbuka ini, kami 

berharap kalangan korporasi juga 
ikut berkiprah dalam kegiatan 
seperti ini dengan menggandeng 
relawan yang memang sudah punya 
keahlian di bidang ini. Ini sebagai 
wujud komitmen perusahaan dalam 
memberikan perlindungan kepada 
masyarakat Indonesia. Duka sau-
dara sebangsa adaah duka kita juga. 

Andri Sarjana
Jakarta

Jika tidak ada perubahan yang signifikan 
dalam reformasi regulasi dan kelembagaan, 
kita akan terus melihat nasib rupiah selalu 

disetir tekanan-tekanan eksternal. Rupiah tidak 
berdaya untuk menentukan nasibnya sendiri. 

Inilah tragedi yang menyedihkan itu.

Executive Chairman :  Tito Sulistio
Editor at Large : John Riady

Editor In Chief : Primus Dorimulu Oleh Desmon Silitonga

 Kinerja 
perekonomian global 
sepanjang tahun 
ini akan cenderung 
meredup. Hal ini 
dapat dilihat dari 
proyeksi Dana Moneter 
International (IMF) yang 
dirilis Juli 2019 lalu yang 
kembali memangkas 
pertumbuhan ekonomi 
global tahun 2019 
menjadi 3,2% (yoy) 
dari sebelumnya 3,3% 
(yoy). Ini merupakan 
pemangkasan yang 
ketiga di tahun ini. 
Langkah yang sama juga 
dilakukan oleh Bank 
Dunia yang memangkas 
proyeksi pertumbuhan 
ekonomi global 2019 
menjadi 2,6% (yoy) dari 
sebelumnya 2,9% (yoy).
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Praksis komunitas biru ini diterapkan 
dalam tata kelola, pemaanfaatan 
sumberdaya pesisir hingga kehidupam 
masyarakat baik secara individu 
maupun kolektif.

Masyarakat pesisir merupakan komunitas rentan yang bermukim di 
wilayah pesisir. Mereka menggantungkan hidupnya dari sumberdaya 

perikanan tangkap, budidaya laut (marine culture), pertambakan garam 
dan pengolahan ikan. Ironisnya, mereka kerap mengalami kebijakan 

pemerintah yang meminggirkannya. Tak jarang kebijakan itu mengusir, 
merampas dan mengkriminalisasi mereka. 

Oleh Muhamad Karim *)

Percepatan 
ekonomi digital 

tidak boleh 
melupakan 

semangat dan 
nilai-nilai ekonomi 

kerakyatan 
di dalamnya. 

Ekonomi digital 
harus memberikan 
nilai tambah bagi 

ekonomi akar 
rumput (grassroot). 

D
i antara contoh ka-
susnya adalah, (i) 
penangkapan pen-
duduk Pulau Pari 
Teluk Jakarta akibat 
memper tahankan 
lahannya yang di-

okupasi korporasi; (ii) Aneka 
ragam kebijakan pemerintah 
yang merugikan nelayan, yaitu 
Peraturan Menteri Kelautan 
dan Perikanan (Permen KP) No 
12/2020 tentang legalisasi ekspor 
benih bening lobster (BBL), legal-
isasi cantrang dan trawl (Permen 
KP No 59/2020), alih muatan 
di tengah laut (Permen KP No 
58/2020), hingga membiarkan 
asing menguasai pulau kecil 
(Permen KP No 53/2020); (iii) 
Okupasi pulau kecil oleh pihak 
asing yang melarang nelayan 
mengaksesnya. Salah satunya, 
penjualan Pulau Lantigiang di 
Selayar di kawasan Taman Na-
sional Takabonerate seharga 
Rp 900 juta, dan (iv) kebijakan 
impor garam tahun 2021 yang 
menghancurkan nasib petambak 
garam tradisional. 

Semua kebijakan berha lu an 
neoliberal dengan cara mem-
privatisasi sumberdaya pesisir, 
perikanan dan pulau kecil. Pada-
hal, kita sudah memiliki regulas-
inya “komplit” buat melindungi 
sumberdaya dan masyarakat-
nya.  Di antaranya: Undang-un-
dang (UU) Pengelolaan Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
(PWP3K) No 27/2007 dan re-
visisnya UU No 1/2014, UU 
Perikanan No 45/2009, UU Per-
lindungan dan Pemberdayaan 
Nelayan, Pembudidaya Ikan dan 
Petambak Garam No 7/2016 dan 
UU Kelautan No 32/2014.  Lantas 
mengapa semua UU ini tak bertaji 
melindungi masyarakat pesisir?

Tata Kelola 
Wilayah pesisir mengandung 

ragam aktivitasnya yang acapkali 
tumpang tindih. Nyaris semua 
kota-kota metropolitan Indone-
sia berlokasi di wilayah pesi-
sir, di antaranya, Jakarta, Sura-
baya, Semarang, Makassar, dan 
Medan. Di pesisir berkembang 
kawasan bisnis, kepelabuhanan, 
permukiman, industri berikat, 
budidaya perikanan, bangunan 
kelautan dan pariwisata. Apakah 
masyarakat pesisir di kota-kota itu 
menikmati kesejahteraan imbas 
perkembangan pembangunan 
tersebut? 

Nyatanya masyarakat pesisir 
jauh panggang dari api kese-
jahteraan. Mereka acapkali jadi 
korban pembangunan akibat 
ke tidakadilan sosial dan eko-
logi. Publikasi indeks tata kelola 
wilayah pesisir (coastal gover-
nance index/CGI) Indonesia 
tahun 2019 jauh dari harapan. 
Indonesia bertengger di posisi 
14 (skor 72,6), naik setingkat 
dari posisi 15 tahun 2015 (skor 
57) dari 20 negara yang disurvei. 
Parameternya, pertama, aspek 
kebijakan dan kapasitas kelem-
bagaan tahun 2019 naik ke posisi 
4 (skor 86,5) dari 12 (skor 69) 
tahun 2015. Kedua, dukungan 
lingkungan bagi aktivitas bisnis 
di wilayah pesisir naik ke posisi 
16 (skor 47,4) tahun 2019 dari 
18 (skor 39) tahun 2015. Ketiga, 
pengelolaan dan pelestarian ku-
alitas perairan turun ke posisi 18 
(skor 88,6), dari posisi 14 (skor 
73) tahun 2015. Artinya tingkat 
pencemaran air di wilayah pesisir 
Indonesia parah. 

Keempat, eksploitasi dan ek-
straksi perairan lepas pantai lewat 
pertambangan mineral, minyak 
dan gas hingga pengapalan di 

posisi 20 (skor 59,4) tahun 2019, 
sama dengan tahun 2015 (skor 
47). Kelima, pemanfaatan lahan 
pesisir buat aktivitas industri dan 
realestat berada di posisi 8 (skor 
76,4), sama dengan tahun 2015 
(skor 76).  Maknanya, selama 5 
tahun terakhir parameter lima 
dan enam tak membaik. 

Keenam, pemanfaatan dan 
transparansi dalam pengelolaan 
sumberdaya hayati perikanan, 
dan satwa liar, naik ke posisi 12 
(skor 62,6) tahun 2019 dari posisi 
14 (skor 37) tahun 2015. Berarti 
ada perbaikan dari aspek peman-
faatan dan transparansi pengelo-

laan (The Economist 
Intelligent Unit, 2015, 
2019). 

Akibatnya, tatake lola pesisir 
Indonesia secara agregat masih 
jauh ketimbang Nor wegia di 
posisi pertama tahun 2019 (skor 
89,5), dan Selandia Baru (skor 86) 
tahun 2015. Memang pemerintah 
sejak tahun 2007 telah mener-
bitkan UU PWP3K. Nyatanya, 
sepanjang 5 tahun terakhir indeks 
CGI Indonesia 2015 dan 2019 be-
lum memuaskan. Apakah indeks 
CGI berimbas terhadap kese-
jahteraan masyarakat pesisir? 

Penulis mengonfrmasi lewat 
dua ukuran. Pertama, sepanjang 
2015-2019, tingkat kesejahteraan 
masyarakat pesisir (TKMP) In-
donesia cenderung naik. Nilai 
TKPM 40,5 (2015), 42 (2016), 45 
(2017), 47,5 (2018), 51 (2019), 
dan 58,31 (2020) (KKP, 2020). 
Iro nisnya, tata kelola wilayah pe-
si sir kontradiktif dengan TKPM.  
Makanya, dikonfirmasi dengan 
nilai tukar sebagai ukuran kese-
jahteraan.

Kedua, mencermati nilai tukar 
nelayan, pembudidaya ikan dan 
petambak garam. Nilai ini mem-
bandingkan nilai yang diterima 
dan dikeluarkan. Nilai tukar 
nelayan (NTN) sepanjang 2015-
2020 berturutan: 102,38 (2015), 
102,82 (2016), 104,05 (2017), 
105,99 (2018), 106,94 (2019), 
dan 100,22 (2020). Nilai tukar 
pembudidaya ikan (NTPi) 99,67 
(2015), 98,96 (2016), 99,09 (2017), 
100,80 (2018), 102,09 (2019), dan 
100,55 (2020). Nilai tukar petam-
bak garam (NTPG); 98,82 (2015), 
102,23 (2016), 115,61 (2017), 
110,14 (2018), 91,19 (2019), dan 
80,68 (2020). 

Angka-angka tersebut meng-
gambarkan kesejahteraan ne-
layan, pembudidaya ikan dan 
petambak garam berfluktuatif. 
Faktanya, NTPi selama 2015-2017 
defisit baru melampaui 100 tahun 

2018-2019. NTPG defisit 2015, 
melonjak 2016-2018 tapi anjlok 
pada 2019-2020 ( KKP, 2019). 
Ar tinya, tata kelola pe sisir 
memengaruhi kesejahte raan 
nelayan, pembudidaya ikan, pe-
tambak garam. Parameter yang 
berpengaruh ialah pencemaran 
yang memengar uhi kualitas 
perairan, eksploitasi per tam-
bangan mineral, minyak dan 
gas di wilayah pesisir, ser ta 
alih fungsi lahan pesisir buat 
aktivitas industri dan realestat 
(reklamasi). Bukankah keja-
dian semacam ini masif berlang-
sung di Indonesia?

Komunitas Biru
Komuni tas  pes is i r  yang 

mengalami ketidakadilan sosial, 
ekonomi dan ekologi membutuh-
kan pergeseran paradigma da-
l a m  m e m b e r d a y a k a n  d a n 
me nyejahterakan mereka. Pa-
radigma per tumbuhan yang 
berorientasi ekspoitatif terhadap 
sumber daya wilayah pesisir dan 
ekosistemnya berubah menjadi 
komunitas biru (blue communit-
ies) yang mendahulukan kese-
jahteraan (welfare). Pasalnya, 
orientasi pertumbuhan dalam 
terminologi ekonomi biru (blue 
economy) justru memproduksi 
kesenjangan dan ketimpangan. 
Hal ini telah dialami pembudidaya 
laut di Amerika Serikat yang 

justru berdampak luas bukan 
pada komunitas pesisir lainnya. 
Di antaranya: (i) pendapatannya 
anjlok, tergerusnya ketahanan 
pangan/nutrisi, perubahan mata 
pencaharian, konflik lokal, se-
jarah komunitasnya terping-
girkan, masifnya privatisasi ruang 
laut, dan dominasi perikanan 
komersial meminggirkan nelayan 
skala kecil (Campbell et al 2020). 
Bukankah fenomena serupa ter-
jadi juga pada komunitas pesisir 
Indonesia?

Secara substansi, paradigma 
komunitas bir u (blue com-
munities) memosisikan cara 
pandang pertumbuhan sebagai 
outcome dari proses pemba-
ngunan. Tingkat kesejahteraan 
komunitas pesisir diutamakan ke-
timbang mengejar pertumbuhan 
semata lewat pengembangan 
infrastruktur. Makanya, dikenal 
dengan orientasi degrowth biru. 
Paradigma ini amat cocok di 
te ngah pandemi Covid-19 ini, 
ka rena kesejahteraan dan kese-
hatan masyarakat didahulukan. 
Tujuannya agar mereka memiliki 
daya tahan yang tinggi, khu-
susnya masyarakat pesisir. Apa 
itu komunitas biru? 

Komunitas biru merupakan 
model tata kelola komunitas 
pesisir dan pulau kecil yang 
memper timbangkan ragam 
multidimensional dari aspek 
ekonomi, ekologi, politik, hak 
asasi manusia dan sosial. Pembe-
danya dengan paradigma per-
tumbuhan an sick, adalah sejak 
awal ia sudah memosisikan 
“kesejahtera an” sebagai tujuan 
utamanya dan melekat (embed-
ded) dalam proses perencanaan 
hingga implementasi tata kelola 
wilayah pesisir. Paradigma ini 
memayungi semua aktivitas di 
wilayah pesisir. Di antaranya 

perikanan tangkap, budidaya laut 
dan payau, wisata bahari, pertam-
bakan garam dan pengolahan 
ikan. Ar tinya, dalam meman-
faatkan sumberdaya wilayah 
pesisir harus “mengedepankan” 
kesejahteraan. Pasalnya, ori-
entasi yang terlalu mengejar 
per tumbuhan justru kesen ja-
ngannya juga tinggi. Bukan be-
rarti pertumbuhan hilang sama 
sekali. Akan tetapi pertumbuhan 
melalui pemerataan akan men-
jadi outcome akhir. 

Perbedaan ekonomi biru de -
ngan komunitas biru: (i) eko-
nomi biru tujuannya mendo rong 
per tumbuhan industri keber-
lanjutan, sedangkan komunitas 
biru kesejahteraan komunitas 
berkelanjutan; (ii) arah pemban-
gunan ekonomi biru mempri-
oritaskan investasi swasta, se-
dangkan komunitas biru meng-
kolaborasikan kepentingan 
publik, swasta dan komunitas 
yang beraktivitas di wilayah 
pesisir; (iii), dalam ekonomi biru, 
pengaturan dan mekanisme tata 
kelola pesisir bersifat sentra-
listik (pemerintah pusat) dan top 
down, sedangkan komunitas biru 
mengedepankan partisipasipatif 
dan kolaborasi antarpemangku 
kepentingan; (iv) ekonomi biru 
berorientasi pertumbuhan eko-
nomi nasional maupun regional 
secara agregat, sedangkan ko-
munitas biru berorientasi kese-
jahteraan berdimensi ganda 
(mul tiple dimensions) di tingkat 
lokal/komunitas adat. 

Selain itu, (v) ekonomi biru 
berimbas pada tetesan ke bawah 
(trickle down outcome) berben-
tuk tersedianya lapangan kerja, 
revitalisasi ekonomi, dan pemba-
ngunan infrastruktur. Sementara 
itu, komunitas biru berimbas 
pada tetesan ke atas (trickle up 
outcome). Semakin sejahtera 
komunitas pesisir, otomatis per-
tumbuhan ekonomi melalui pe-
merataan secara nasional maupun 
lokal tercipta dengan sendirinya. 
Singkatnya, kesejahteraan di 
awal dan pertumbuhan datang 
belakangan yang dinamakan 
degrowth biru berkelanjutan 
(sustainability blue degrowth) 
(Campbell et al 2020). Inilah 
yang membedakannya dengan 
ekonomi biru berhaluan kapital-
is-neoliberal.  Bagaimana prak-
sisnya?

Praksis komunitas biru ini 
diterapkan dalam tata kelola, 
pemaanfaatan sumberdaya pesisir 
hingga kehidupam masyarakat 
baik secara individu maupun 
kolektif. Umpamnya, proses 
pengambilan keputusan dalam 
memanfaatkan sumberdaya dan 
mengembangkan kawasan pesisir 
mesti dilakukan lewat partisip-
atif-deliberatif (kultural). Lalu, se-
cara politik, kebijakan tata kelola 
wilayah pesisir mesti “mendahu-
lukan” kesejahteraan, keadilan 
sosial ser ta keadilan ekologi 
(Bennet et al 2021). Kemajuan 
kehidupan sosial-ekonomi ma-
syarakat pesisir dan peman-
fatan sumberdayanya tak hanya 
menyejahterakan. Melainkan 
sekaligus mewujudkan keadilan 
sosial dan lingkungan serta kead-
ilan iklim bagi masyarakatnya 
(Ertör dan Hadjimichael, 2020). 
Mungkinkah paradigma ini bisa 
diterapkan Indonesia di masa 
datang? Amat mungkin asalkan 
adanya kemauan dan dukungan 
politik dari seluruh komponen 
bangsa. Semoga! ❐

*) Dosen Universitas Trilogi 
Jakarta, Direktur Center for 

Ocean Development and Mari-
time Civilization. 

■ Muhamad Karim

Mentan pastikan ketersediaan 11 pangan nasional jelang 
puasa Ramadan.
Tersedia dan terjangkau.

Menkes: Laju vaksinasi sesuai ketersediaan pasokan vaksin.
Mari jaga momentum positif penanganan Covid-19.

Pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) men-
aruh perhatian yang luar biasa besar 
terhadap perkembangan ekonomi 

digital di Tanah Air. Berbagai upaya terus 
ditempuh pemerintah, BI, dan OJK untuk 
mengakselerasi ekonomi digital. 

Salah satu langkah penting pemerintah 
adalah menerbitkan Keppres No 3 Tahun 
2021 tentang Satuan Tugas Percepatan 
dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas 
P2DD). Keppres tersebut menetapkan 
koordinasi percepatan digitalisasi di 542 
daerah otonom melalui Tim Percepatan 
Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 
yang diketuai para kepala daerah.

Kesungguhan pemerintah memacu 
ekonomi digital juga ditunjukkan oleh 
sinergi 16 kementerian dan lembaga (K/L) 
dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital 
Indonesia (FEKDI) 2021 secara virtual 
pekan ini. Dalam festival yang berlangsung 
selama lima hari itu, para K/L berkolabo-
rasi dengan pemda, pelaku industri, dan 
asosiasi dunia usaha. 

BI tak tinggal diam. Sejak blueprint sis-
tem pembayaran Indonesia diluncurkan 
pa da Mei 2019, BI terus mendorong 
di gitalisasi, di antaranya merilis QR 
Code Indonesian Stand-
ard (QRIS). Selama pan-
demi Covid-19, QRIS 
menjadi penentu (game 
changer) transaksi di te-
ngah terbatasnya mobili-
tas masyarakat. Bahkan, 
QRIS dimanfaatkan untuk 
mendukung Gerakan Na-
sional Bangga Buatan 
In donesia.

Kecuali itu, BI segera 
meluncurkan BI Fast 
Pay ment untuk segmen 
pembayaran ritel, meng-
gantikan Sistem Kliring 
Nasional Bank Indone-
sia (SKNBI) tahun ini. 
Melalui sistem tersebut, 
penyelesaian transaksi 
digital bakal lebih cepat 
karena tersedia secara 
real time, selama 24 jam, 
tanpa henti.

BI juga telah mengim-
plementasikan standar 
Open Application Programming Interface 
(API) untuk mempermudah ko laborasi, 
terutama antara bank dan perusahaan 
financial technology (fintech), guna 
mewujudkan ekosistem layanan keuangan 
yang inklusif. Open API adalah program 
aplikasi yang memungkinkan perusahaan 
terintegrasi antarsistem (system to system).

OJK tak mau ketinggalan. Guna me ng-
akselerasi digitalisasi keuangan dan eko-
nomi, OJK telah menerbitkan peta ja lan (road 
map) inovasi keuangan digital 2020-2024. 
Sebagai regulator yang berada di garda 
terdepan, OJK terus berupaya me ngawal 
agar sistem keuangan digital terimple-
mentasikan dengan baik sehingga industi 
jasa keuangan tetap stabil dan kondusif.

OJK juga terus berusaha memasti kan 
sistem keuangan digital memberikan 
per lindungan dan manfaat kepada ma-
sya rakat luas. Selain itu, keuangan digital 
diupayakan mampu memberdayakan para 
pelaku ekonomi, terutama pelaku usaha 
ke cil dan menengah (UKM). Melalui 
ke uangan digital, masyarakat di segala 
lapisan dan di segenap penjuru Tanah Air 

diupayakan memperoleh akses keuangan.
Sampai pada tahap ini, kita memberikan 

apresiasi yang setinggi-tingginya kepada 
pemerintah, BI, dan OJK. Berkat ekonomi 
digital yang terus dipacu pemerintah, BI, 
dan OJK, ekonomi Indonesia masih bisa 
berdenyut. Tanpa ditopang ekonomi di-
gital, sangat mungkin ekonomi Indonesia 
tahun lalu runtuh di bawah 2,07%.

Berdasarkan data e-Conomy SEA 2020 
yang dirilis Google, Temasek, dan Bain 
& Company, ekonomi digital di Indonesia 
pada 2020 tumbuh 11% dibandingkan 
ta hun sebelumnya. Ekonomi digital ber-
kontribusi sekitar Rp 619 triliun terhadap 
perekonomian nasional. Di tengah mobili-
tas masyarakat yang serba terbatas akibat 
pandemi Covid-19, ekonomi digital mampu 
menjadi penyelamat.

BI memproyeksikan transaksi e-com-
merce melonjak 33% dari Rp 253 triliun 
pada 2020 menjadi Rp 337 triliun pada 2021. 
Transaksi uang elektronik juga diproyek-
sikan naik 32% dari Rp 201 triliun menjadi 
Rp 266 triliun. Sedangkan transaksi digital 
banking diperkirakan tumbuh 19% dari Rp 
27.000 triliun menjadi Rp 32.200 triliun.

Meski demikian, ekonomi digital tak selalu 
menjadi madu bagi perekonomian Indone-

sia. Masih segar dalam 
ingatan ketika Presiden 
Jokowi, baru-baru ini, 
dengan pe nuh keprihat-
inan, sarat penyesalan, 
dan menyi ratkan kesedi-
han yang amat dalam, 
meminta semua pihak 
untuk me nangkal praktik 
preda tory pricing melalui 
perdagangan secara di-
gital (e-commerce). 

Presiden secara te-
rang benderang, tegas, 
tanpa tedeng aling-aling 
menyatakan bahwa pre-
datory pricing --mematok 
harga sangat rendah un-
tuk mematikan pesaing 
pada produk sejenis-- 
te lah membunuh para 
pelaku UMKM Indone-
sia. Dari kasus ini pula 
kemudian berembus 
ajakan untuk ‘membenci’ 
produk-produk asing. 

Kegundahan Presiden Jokowi terhadap 
predatory pricing melalui ekonomi digital 
sungguh wajar. Apalagi praktik itu sudah lama 
marak terjadi di e-commerce atau marketplace. 
Lebih dari itu, pelakunya adalah para pen-
jual asing. Sudah jatuh tertimpa tangga, 
UMKM tak hanya diterjang Covid, tapi juga 
dimangsa para penjual produk asing.

Maka, tanpa bermaksud mengingkari 
upaya-upaya pemerintah, BI, dan OJK 
dalam mengakselerasi ekonomi digital, 
kita secara gamblang meminta agar per-
cepatan ekonomi digital tidak boleh melu-
pakan semangat dan nilai-nilai ekonomi 
kerakyatan di dalamnya. Ekonomi digital 
harus memberikan nilai tambah bagi eko-
nomi akar rumput (grassroot).

UMKM yang berjumlah sekitar 65 juta 
unit adalah nyawa perekonomian nasional. 
Dengan kontribusi 61,07% terhadap produk 
domestik bruto (PDB), porsi UMKM men-
capai 99,9% dari keseluruhan unit usaha 
yang beroperasi di Indonesia. UMKM tak 
boleh menjadi tumbal digitalisasi ekonomi. 
Ekonomi digital justru harus mampu 
menyelamatkan UMKM. ❐


